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ABSTRAK 

 

 

This thesis discusses the principle of confidentiality in international commercial 

arbitration. The author uses juridical-normative methods with literature studies. 

The principle of confidentiality is often cause problems because there are 

differences in understanding about the scope of the principle of confidentiality 

between the parties, because there is no uniformity in this principle. In this thesis 

the author will review the scope of the principle of confidentiality based on 

arbitration institution regulations and national law. Problems can also occur if the 

principle of confidentiality is associated with the need for transparency of the 

arbitration process and the consistency of the awards, because both are considered 

two contradictory matters. This thesis will also provide a study of how to balance 

the principle of confidentiality with transparency in international commercial 

arbitration. 

Key words: Commercial Arbitration, Confidentiality, transparency. 

 

Skripsi ini membahas mengenai asas kerahasiaan dalam arbitrase komersial 

internasional. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan studi 

kepustakaan. Asas kerahasiaan sering kali menjadi sebuah masalah karena adanya 

perbedaan pemahaman antara para pihak mengenai bagaimana cakupan dari asas 

kerahasiaan di mana asas ini tidaklah seragam. Dalam skripsi ini penulis akan 

meninjau cakupan asas kerahasiaan berdasarkan peraturan institusi arbitrase dan 

hukum nasional. Permasalahan juga dapat terjadi apabila asas kerahasiaan 

dihubungkan dengan kebutuhan akan transparansi proses arbitrase dan konsistensi 

putusan, karena keduanya dianggap dua hal yang bertentangan. Skripsi ini juga 

akan memberikan kajian bagaimana menyeimbangkan asas kerahasiaan dengan 

transparansi dalam arbitrase komersial internasional. 

Kata kunci: Arbitrase Komersial, Kerahasiaan, Transparansi. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Arbitrase merupakan salah satu forum penyelesaian sengketa yang sekarang ini 

sering digunakan oleh pelaku bisnis karena menawarkan banyak kelebihan dan 

keuntungan dalam proses pelaksanaannya1. Kelebihan arbitrase ini di antaranya 

adalah fleksibilitas dari arbitrase, yakni kebebasan para pihak untuk memilih 

hukum mana yang berlaku, siapa yang akan menyelesaikan sengketa mereka, 

bahasa yang digunakan, bagaimana jalannya proses persidangan, dan juga 

sifatnya yang rahasia. 

 

Arbitrase memiliki sifat yang lebih privat dan tertutup dibandingkan pengadilan 

sehingga pemeriksaan dalam forum arbitrase biasanya bersifat rahasia. 

Kerahasiaan ini merupakan salah satu kelebihan dalam arbitrase yang membuat 

pelaku bisnis lebih memilih untuk bersengketa melalui forum ini dibandingkan 

pengadilan2. Sifat ini memberikan perlindungan bagi para pihak yang 

bersengketa dari publisitas beserta segala akibatnya, salah satunya seperti 

kehilangan reputasi bisnis karena sengketa yang terjadi. Hal-hal tersebut yang 

membuat arbitrase menjadi pilihan utama sebagai forum penyelesaian sengketa 

dalam dunia komersial internasional. 

 

Arbitrase komersial internasional adalah proses konsensus adjudikasi privat 

yang independen dari eksekutif negara, kekuatan legislatif dan yudisial di mana 

para pihak dalam kontrak lintas batas setuju untuk mengajukan sengketa kepada 

arbiter (atau panel arbiter, biasanya tiga), di nominasikan baik secara langsung 

                                                           
1 Eman Suparman,  Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012, 

hlm. 13. 
2 Id, hlm.15. 
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oleh para pihak atau untuk para pihak oleh institusi arbitrase internasional (atau 

lebih jarang oleh pengadilan nasional), untuk menyelesaikan perselisihan 

mereka dengan cara mengeluarkan putusan akhir yang mengikat sesuai dengan 

aturan prosedur yang dipilih oleh para pihak.3 Arbitrase komersial 

internasional telah menjadi mekanisme penyelesaian perselisihan pilihan bagi 

banyak pihak dalam kontrak komersial karena keuntungan utamanya mencakup 

netralitas, fleksibilitas prosedural dan otonomi partai, privasi dan kerahasiaan 

yang lebih besar daripada litigasi pengadilan nasional.4 Dasar untuk 

proses arbitrase komersial internasional adalah perjanjian arbitrase 

internasional yang paling sering terkandung dalam kontrak yang mencatat 

persetujuan para pihak untuk merujuk sengketa ke arbitrase daripada pengadilan 

domestik nasional dan akhirnya diikat oleh putusan akhir yang diberikan oleh 

pengadilan arbitrase internasional yang dibentuk khusus untuk mendengarkan 

sengketa tersebut. 

 

Berdasarkan 2018 International Arbitration Survey: The Evolution of 

International Arbitration yang dilakukan oleh Queen Mary University of 

London5, mereka melakukan survey mengenai pentingnya kerahasiaan pada 

penyelesaian sengketa komersial melalui arbitrase. Sebanyak 87% (Delapan 

puluh tujuh per seratus) dari responden mereka menyatakan bahwa 

konfidensialitas atau kerahasiaan ini merupakan hal yang penting dalam 

arbitrase komersial ini dengan peniliaan dari sangat penting hingga cukup 

penting. Sebanyak 74% (Tujuh puluh empat per seratus) responden juga 

menyatakan bahwa kerahasiaan ini seharusnya menjadi opsi luar atau standar 

yang menyatakan bahwa proses dalam arbitrase adalah rahasia kecuali para 

pihak sepakat hal yang sebaliknya. Dapat dilihat disini bahwa asas kerahasiaan 

                                                           
3 Milos Novovic, International Commercial Arbitration-Overview, University of Oslo, 2015, 

hlm.3. 
4 Id. 
5 Queen Mary University of London, 2018 International Arbitration Survey: The Evolution of 

International Arbitration, diunduh dari https://www.whitecase.com/publications/insight/2018-

international-arbitration-survey-evolution-international-arbitration pada tanggal 18 Mei 2020 pada 

pukul 16.45 WIB. 

https://www.whitecase.com/publications/insight/2018-international-arbitration-survey-evolution-international-arbitration
https://www.whitecase.com/publications/insight/2018-international-arbitration-survey-evolution-international-arbitration


 

3 
 

sebenarnya menjadi pertimbangan yang besar untuk para pihak memilih 

menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase komersial internasional. Akan 

tetapi keberadaan asas kerahasiaan dalam arbitrase komersial internasional 

menimbulkan suatu permasalahan tersendiri.  

 

Asas kerahasiaan disini berkenaan dengan rahasianya seluruh informasi yang 

berhubungan dengan isi dari proses persidangan, dokumen dan bukti-bukti, 

alamat, maupun transkrip proses pemeriksaan ataupun putusan arbitrase.6 

Kerahasiaan menyiratkan bahwa haruslah ada kewajiban kepada para pihak 

untuk tidak membocorkan ataupun menggunakan dokumen-dokumen yang 

digunakan dalam persidangan untuk tujuan lain, atau membocorkan jalannya 

persidangan arbitrase, atau transkrip atau catatan bukti-bukti dalam arbitrase 

ataupun putusan arbitrase, ataupun membocorkan bukti-bukti yang diberikan 

oleh para saksi dalam persidangan. 

 

Dalam undang-undang, peraturan arbitrase, dan perjanjian internasional tidak 

terdapat hal yang mengatur asas kerahasiaan ini secara kompeherensif juga 

mengenai cakupan dan batasan asas kerahasiaan tersebut. Hal ini menimbulkan 

polemik dalam komersial internasional. Solusi atas permasalahan tersebut telah 

dilakukan oleh institusi arbitrase, peraturan perundangan suatu negara, serta 

badan peradilan, tetapi memberikan jawaban yang berbeda-beda di mana ruang 

lingkup yang dilindungi juga berbeda. Hal ini menimbulkan ketidak seragaman 

cakupan dan batasan asas kerahasiaan dalam arbitrase komersial internasional. 

Akibatnya hal ini akan sangat bergantung oleh kesepakatan arbitrase para pihak 

dalam menentukan hukum mana yang akan berlaku, serta peraturan institusi 

arbitrase yang dipilih. Walaupun diatur di dalamnya, tetapi cakupan dan batasan 

atas asas tersebut juga masih sulit untuk dipahami. Cakupan dan batasan yang 

dimaksud adalah hal atau informasi sejauh mana yang menjadi kerahasiaan saat 

sengketa melalui arbitrase. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah asas 

                                                           
6 Ronald Bernstein, Handbook of Arbitration Practice, London: Sweet & Maxwell, 1987. Para. 

13.6.3. 
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kerahasiaan ini merupakan asas yang umum berlaku dalam penyelesaian 

sengketa arbitrase komersial internasional, karena terdapat peraturan yang tidak 

mengatur mengenai asas kerahasiaan ini.  Lebih lanjut lagi, masih belum ada 

mekanisme yang efektif dalam memberlakukan kewajiban atas asas kerahasiaan 

terhadap pihak-pihak yang terkait dalam proses arbitrase.7 Belum adanya 

mekanisme yang efektif ini dimaksudkan bahwa belum adanya regulasi yang 

mewajibkan kerahasiaan dalam arbitrase. 

 

Selain itu, asas kerahasiaan ini juga akan menjadi permasalahan apabila 

dikaitkan dengan kebutuhan akan transparansi proses dan konsistensi putusan 

dalam arbitrase komersial internasional. Transparansi dianggap sebagai 

kebijakan penting bagi setiap badan pembuat keputusan. Kerahasiaan sebagai 

salah satu keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak lagi 

dianggap penting, dan saat ini sudah mulai diterobos dengan adanya 

penggunaan prinsip trasnparansi seperti contohnya berdasarkan peluang yang 

diberikan Pasal 48 ayat (5) Konvensi ICSID 19658. Terjadi juga pergeseran 

prinsip ketika non-litigasi berubah menjadi litigasi menyangkut permintaan 

pelaksanaan putusan dan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase yang 

mengakibatkan hilangnya sifat rahasia putusan arbitrase itu sendiri.  

 

Transparansi putusan ini juga menjadi kebutuhan karena diharapkan putusan 

yang dihasilkan dapat mencerminkan nilai kewajaran, keadilan, dan bermanfaat 

serta menciptakan kepastian hukum bagi banyak pihak sehingga dapat 

memberikan perlindungan hukum bagi investor dan host state. Putusan arbitrase 

yang tidak dipublikasikan seringkali memiliki konten yuridis yang berharga9 

dan memberikan rekleksi doktrinal yang begitu penting10. Merahasiakan 

                                                           
7 Diterjemahkan dari: International Law Association, The Hague Conference : Confidentiality on 

International Commercial Arbitration, 2010. 
8 Pasal 48 ayat (5) Konvensi ICSID 1965 menyatakan bahwa “The Centre shall not publish the 

award without the consent of the parties” 
9 Bernardo M. Cremades & Rodrigo Cortes, The Principle of Confidentiality in Arbitration: A 

Necessary Crisis, 2013, hlm. 35. 
10 Id. 
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putusan arbitrase dari pihak yang memiliki potensi untuk bersengketa tidak 

hanya menghilangkan sumber daya intelektual yang berharga tetapi juga 

pertimbangan mereka apabila ada dalam keadaan yang sama. Selain itu, sebagai 

keputusan yurisdiksi, putusan arbitrase dapat menjadi kepentingan yang berisfat 

umum sehingga terdapat argumen bahwa keputusan tersebut tidak boleh dijaga 

kerahasiaannya11. Hal-hal tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan 

antara asas kerahasiaan dengan kebutuhan akan transparansi dari putusan 

arbitrase sendiri.  

 

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti keberadaan asas kerahasiaan dalam 

arbitrase dengan melihat pengaturannya dalam beberapa peraturan perundang-

undangan di berbagai negara, peraturan institusi arbitrase, serta perjanjian 

internasional untuk melihat bagaimana masing-masing aturan tersebut 

mengatur cakupan dari asas kerahasiaan. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan 

melihat apakah asas kerahasiaan dapat dikatakan sebagai asas umum dalam 

penyelesaian sengketa arbitrase, terutama dalam arbitrase komersial 

internasional. Penulis juga akan menganalisis bagaimana memberikan 

keseimbangan akan kedua asas yang sebenarnya bertentangan, yaitu asas 

kerahasiaan dengan adanya kebutuhan akan transparansi pada saat ini dalam 

arbitrase khususnya arbitrase komersial internasional.  

 

 Adanya ketidak seragaman asas kerahasiaan yang menimbulkan permasalahan 

serta ketidak sesuaian asas kerahasiaan dengan kebutuhan transparansi tersebut 

membuat penulis ingin mengangkat penelitian dengan judul “Analisis 

Keseimbangan Asas Kerahasiaan dengan Kebutuhan akan Transaparansi 

dan Konsistensi Putusan dalam Arbitrase Komersial Internasional”. 

 

 

 

                                                           
11 Francisco Blavi, A Case in Favour of Publicly Available Awards in International Commercial 

Arbitration: Transparency v Confidentiality, 2016, hlm.86. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah asas kerahasiaan merupakan asas umum dalam penyelesaian 

sengketa melalui arbitrase komersial internasional dan bagaimana cakupan 

dari asas tersebut? 

2. Apakah asas kerahasiaan perlu diseimbangkan dengan kebutuhan 

transparansi proses arbitrase komersial internasional dan konsistensi 

putusan dalam arbitrase komersial internasional? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah asas kerahasiaan merupakan asas umum dalam 

penyelesaian sengketa melalui arbitrase komersial internasional serta 

bagaimana cakupan dari asas kerahasiaan tersebut. 

2. Untuk mengetahui apakah diperlukan suatu keseimbangan antara asas 

kerahasiaan dengan kebutuhan transparansi proses dan konsistensi putusan 

dalam arbitrase komersial internasional. 

 

1.4 Metode Penelitian 

 

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif,  

yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, norma dan kaidah hukum.12 

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau 

penelitian berdasarkan sumber-sumber primer, sekunder, dan tersier. Adapun 

studi kepustakaan dilakukan menggunakan bahan pustaka yang terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan aturan hukum tertulis yang mengikat 

secara umum. Bahan hukum primer yang akan penulis gunakan di antaranya 

adalah peraturan perundang-undangan baik nasional maupun negara lain 

yang mengatur mengenai arbitrase, serta peraturan institusi-institusi 

arbitrase internasional. 

                                                           
12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 1995, 

hlm.88. 
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami 

bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, dan pendapat ahli. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier lebih 

dikenal dengan bahan acuan di bidang hukum, misalnya kamus hukum, 

jurnal, dan halaman internet. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Bab mengenai pendahuluan ini terdiri dari 6 (enam) sub bab. Sub bab yang 

pertama berisi latar belakang yang memberikan gambaran secara singkat 

mengenai arbitrase, asas kerahasiaan dalam arbitrase, serta latar belakang 

mengapa penulis memilih judul dari penelitian ini. Sub bab yang kedua 

merupakan rumusan masalah yang akan diangkat dan dijawab pada penelitian 

ini yang dibatasi menjadi 3(tiga) pokok permasalahan. Sub bab yang ketiga 

adalah tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini. Pada sub bab yang 

keempat merupakan tinjauan puastaka sementara yang memberikan teori-teori 

secara singkat yang akan mendukung penelitian. Pada sub bab yang kelima 

menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan penulis gunakan untuk 

menjawab permasalahan yang diangkat. Pada sub bab yang keenam, penulis 

menjabarkan rencana sistematika penulisan pada penelitian yang akan 

dikerjakan oleh penulis. 

 

BAB 2: ASAS KERAHASIAAN DALAM ARBITRASE 

Bab ini akan menjelaskan dan menjabarkan mengenai asas kerahasiaan secara 

umum, definisi dari asas kerahasiaan itu sendiri, perbedaannya dengan privacy, 

dasar hukum adanya kerahasiaan dalam arbitrase, dan juga apa saja yang masuk 

dalam lingkup atau dilindungi dengan asas kerahasiaan ini dalam arbitrase. Hal 
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ini dilihat dari beberapa aturan-aturan institusi arbitrase dan juga hukum 

nasional dari beberapa negara.  

 

BAB 3: TRANSPARANSI DALAM ARBITRASE KOMERSIAL 

INTERNASIONAL 

Bab ini akan menjelaskan dan menjabarkan mengenai transparansi dalam 

arbitrase secara umum, definisi dari transparansi, dan juga mengapa dibutuhkan 

transaparansi dalam arbitrase komersial internasional. 

 

BAB 4: ANALISIS KESEIMBANGAN ASAS KERAHASIAAN 

TERHADAP KEBUTUHAN TRANSPARANSI PROSES ARBITRASE 

DAN KONSISTENSI PUTUSAN ARBITRASE KOMERSIAL 

Pada bab ini, akan dilihat apakah asas kerahasiaan dalam arbitrase perlu 

diseimbangkan dengan kebutuhan transparansi dan konsistensi putusan dalam 

arbitrase komersial internasional. Pertama penulis akan menjelaskan 

transparansi dalam arbitrase komersial internasional, bagaimana transaparansi 

tersebut, serta konvensi-konvensi mengenai kebutuhan akan transparansi 

putusan arbitrase komersial internasional. Kemudian penulis akan menganalisis 

kebutuhan transparansi akan putusan arbitrase komersial internasional tersebut 

dengan asas kerahasiaan sebagai salah satu asas yang ada dalam arbitrase, yang 

jelas bertolak belakang dengan transaparansi serta konsistensi putusan arbitrase 

komersial internasional. 

 

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian penulis, serta saran penulis untuk 

permasalahan dalam penelitian ini. 
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